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Abstract

The Supreme Audit Agency (SAI) is a vital element in ensuring financial accountability in
many countries. In Indonesia, BPK is the Supreme Audit Agency which has integrity in
fighting corruption, maintaining transparency and financial accountability, and
strengthened democratic institutions. Unfortunately, the BPK faces a number of
challenges in the issue of buying and selling opinions, tax audit limitations, and foreign
debt, as well as limited institutional authority. This study applies a qualitative method that
aims to evaluate the integrity of the BPK based on the dimensions of sound governance.
Collecting data through literature studies and in-depth interviews. Data analysis through
the stages of data reduction, data display and reference based on understanding the
theoretical framework. It examines the integrity of BPK influenced by chellenges in
quality and consistency of its actions. Dimensional processes still need to be optimized,
such as the settlement of compensation by the treasurer, the use of SIPTL, the BPK
Hearing Care Forum, and openness support from APIP. The dimensions of cognition
and value have the similar challenges with ethical dimensions, namely integrity and
transparency. The management and performance dimensions have challenges with the
constitutional dimension of the word 'expected' which slightly hinders the fulfillment of
the ideal quantity of quality human resources as BPK's backbone, a solution strategy to
overcome the Minister of Finance's license, socialization and monitoring of BPK's
opinion, as well as education on misperceptions regarding the assumption that WTP is
clean from corruption and information technology. Financial Audit Examination with

Financial Audit Examination.

Abstrak

Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital yang menjamin akuntabilitas
keuangan di banyak negara. Sebagai SAI di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik. BPK diyakini memiliki integritas
dalam melawan korupsi dan memastikan transparansi dana publik, akuntabilitas keuangan
dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Sayangnya, BPK mendapat sejumlah
tantangan dalam isu jual beli opini, limitasi audit pajak, dan utang luar negeri, serta
terbatasnya kewenangan kelembagaan. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif
yang bertujuan mengulas integritas BPK berdasarkan dimensi sound governance.
Pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis data melalui
tahapan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman
landasan kerangka teoritis. Tulisan ini menilai integritas BPK terkendala mutu dan
konsistensi tindakan. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan seperti penyelesaian ganti
rugi oleh bendahara, pemanfaatan SIPTL, going concern Forum BPK Mendengar, dan
dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan tantangan
dengan dimensi etika yaitu integritas dan peningkatan transparansi. Dimensi manajemen
dan kinerja memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi konstitusi pada kata
‘berkonsultasi’ yang sedikit menghambat pemenuhan kuantitas ideal SDM berkualitas
sebagai backbone BPK, strategi solutif mengatasi keterlambatan terbit izin Menkeu,
sosialisasi dan pemantauan Pendapat BPK, serta edukasi atas mispersepsi terkait anggapan
WTP bersih dari korupsi dan informed perbedaan pemeriksaan keuangan dengan

pemeriksaan investigatif.
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Pendahuluan

Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital dari sistem formal
akuntabilitas keuangan di banyak negara. SAI merupakan “watchdog’ yang menilai efektivitas dan
efisiensi pengelolaan dana publik (OECD, 2011). Sebagai buah karya konstitusi, SAI sangatlah
bervariasi dalam hal struktur, profesionalisme, ukuran, independensi sumber daya dan
transparansi di setiap negara (Gustavson, 2015). SAI dianggap basis integritas dalam melawan
korupsi dan memastikan transparansi dana publik, akuntabilitas keuangan dan memperkuat
lembaga-lembaga demokratis (Blume & Voigt, 2011; Noussi, 2012; Tackett, 2010). SAI harus
menerapkan standar audit yang adaptable dengan dinamika lingkungan (Gonzalez-Diaz & Garcia-
Fernandez, 2018). Terkait model SAI, dikenal tiga bentuk yaitu the pariamentary atau monocratic
model, the court of account model, dan the collegiate mode/ (DFID, 2004; Gonzalez-Diaz, Garcia-
Fernandez, & Lopez-Diaz, 2012; Santiso, 2008; Stapenhurst & Titsworth, 2001). Integritas
bahasa latinnya ‘integet’” yang bermakna konsistensi dalam tindakan/prinsip ataupun bermakna
mutu, sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan utuh yang memunculkan kewibawaan
(Darmayanti, 2020). Menurut Endro (2017), konstruksi mengembalikan nilai fundamental
integritas melalui dua pilar, yaitu pemahaman hubungan dan tindakan moral (proses partisipasi
eksternal) dan pemahaman konsep diri (proses pengendalian internal).

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan SAI di Indonesia berdasarkan UUD
1945 (BPK, 2017). Pada 1 Januari 1947, saat revolusi fisik, BPK resmi terbentuk dengan kantor
awal di Magelang sebagai alih fungsi A/gemeene Rekenkamer, yaitu lembaga audit kolonial Hindia
Belanda (BPK, 2012, 2019). Dinamika lingkungan BPK dan reformasi mendorong
penyempurnaan susunan keanggotaan BPK. Mulanya hanya terdiri dari dua pimpinan, berubah
menjadi tujuh pimpinan, hingga saat ini menjadi sembilan pimpinan kolektif-kolegial (BPHN,
2018; BPK, 2012, 2019; Illahi & Alia, 2017). Terkait bentuk badan, BPK menggunakan #he Board
(Collegiate) model, seperti halnya Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan Argentina (Chéne, 2018;
Illahi & Alia, 2017). Sedangkan pelaksanaan fungsinya, BPK mengadopsi best practices piramida
kematangan SAI dari International Organization of Supreme Aundit Institutions (Akbar, 2018). Piramida
kematangan SAI tersebut dikembangkan oleh United States Government Accountability Office (U.S.
GAO) pada tahun 2006 (INTOSAIL 2007). Gambar 1 merupakan piramida yang merujuk pada
Renstra BPK 2016-2020.
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Gambar 1. The Accountability Organization Maturity Model dalam Konteks BPK
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Jangkauan piramida pada tingkat oversight meliputi empat elemen peran dengan bagian
terbanyak pada tiga terbawah. Seiring meningkatnya harapan pemangku kepentingan kepada
BPK, peran zunsight mulai ditingkatkan meliputi pemeriksaan kinerja (pendidikan, kesehatan,
PDAM) dan audit investigatif atas kebijakan dan/atau isu nasional. Sedangkan, peran foresight
belum mampu memberikan oufcome signifikan bagi masyarakat dan pengambil keputusan (BPK,
2015). Efektivitas peran BPK belum begitu terasa dampaknya karena BPK masih terkendala
limitasi pada independensi organisasi, personal dan finansial (Illahi & Alia, 2017).

Pada Gambar 2 berdasarkan analisis peneliti terkumpul sejumlah laporan pengelolaan
pegawai dari Biro SDM BPK RI tahun 2019. Pengelolaan pegawai menunjukkan ketimpangan
jumlah permintaan dengan realisasi. Klausul ‘berkonsultasi’ ke pemerintah d.h.i KemenPANRB
dan BKN menyebabkan limitasi bagi BPK dalam merekrut pegawai sesuai kebutuhan (Pasal 34
ayat (4) UU No. 15/2006). Belum terpenuhinya jumlah ideal pegawai pemeriksa dan waktu audit
terikat pada aturan, membuat pemeriksaan laporan keuangan menerapkan sampling dan
materialitas (Gunarwanto, 2019).
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Gambar 2. Gap Permintaan dan Realisasi SDM di BPK

Limitasi lainnya, ditunjukkan oleh peer review dari Netherlands Conrt of Audit NCA), terkait
pemeriksaan penerimaan dari pajak dan proyek-proyek pemerintah dengan pembiayaan utang
luar negeri (kontan.co.id, 2009; ortax.org, 2009). Kemudian, persepsi salah terhadap opini WTP
membuat auditee lengah dalam pengelolaan keuangan negara dan dimanfaatkan oleh oknum
aparatur, pejabat atau kepala daerah untuk melakukan penyimpangan (beritakaltim.co, 2018;
faktualnews.co, 2018; tempo.co, 2017). Selain itu, tersangkutnya oknum BPK dalam korupsi ikut
memunculkan isu adanya jual beli WTP (detik.com, 2017). Hal ini dapat menimbulkan z»age
negatif atas kualitas auditor dan hasil pemeriksaan BPK (Gunarwanto, 2019). Dukungan APIP
belum efektif karena jumlah oknum aparatur dan pejabat yang terkena kasus korupsi belum
berkurang (Kalla, 2019). Peran APIP belum begitu optimal karena kelembagaan APIP belum
independen, dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern belum cukup kuat, kapabilitas APIP
masih rendah dan belum merata, penerapan standar audit masih beragam, dan komitmen
pimpinan masih rendah (BPKP, 2017).

Terkait BPK, sudah banyak penelitian terdahulu, salah satunya transformasi. Penelitian
AJP menekankan dukungan pemangku kepentingan sebagai faktor kunci (Pramono, 2016).
Selanjutnya, penelitan AJP dan HH menyimpulkan model transformasi ideal BPK bisa



Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
This is an open access article under the CC-BY-SA Sospol: Jurnal Sosial Politik
license Vol 7 No 1 (2021), pp.1-17

mengadopsi struktur program Saxena (1992) dengan tiga elemen (Pramono & Hendharto, 2017).
Selanjutnya, penelitian AJP dan HH memperlihatkan elaborasi 13 kelompok aktivitas
transformasi BPK membuahkan 114 asumsi aktivitas strategis dalam empat kuadran dan kuadran
I dipilih sebagai masukan rvadmap transformasi BPK (Pramono & Hendharto, 2018).

Penelitian dengan sound governance sebagai konsepnya sudah pernah dilakukan, namun
belum menjadikan BPK sebagai objeknya. Penelitian RSH menyimpulkan program revitalisasi
pasar dan penataan PKL belum seutuhnya berdampak positif, namun sudah muncul daya adaptif
Pemerintah Kota Surakarta (Handini, 2013). Kemudian, pemikiran AF mengungkap tidak ada
satu model governance ideal, namun menekankan perubahan itu dinamis dan publik sebagai aset
vital (Farazmand, 2013). Selanjutnya, penelitian RH, MM dan RH memperlihatkan dimensi etika,
transparansi dan akuntabilitas di Kantor SAMSAT Gowa masih terbatas dan ada perlakuan
berbeda ke masyarakat (Hidayat, Madani, & Hardi, 2015). Berikutnya, penelitian Firdaus
mempetlihatkan bahwa Japan International Cooperation Agency (JICA) membuat konsep governance
menjadi optimal, namun masih terkendala kualitas SDM (Firdaus, 2016).

Sedangkan, penelitian lainnya terkait independensi, akuntabilitas dan kualitas organisasi
publik. Penelitian RAA memperlihatkan independensi OJK meliputi institusi, fungsi, keuangan
dan organisasi (Azis, 2013). Kemudian, penelitian RLG menyimpulkan bahwa kompetensi,
independensi dan integritas memengaruhi kualitas audit (Gaol, 2017). Selanjutnya, penelitian
WMP memperlihatkan kemandirian lembaga terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan
kewenangan jika melibatkan lebih dari satu lembaga dalam pemilihan pimpinan BPK (W. M.
Putra, 2019). Berikutnya, penelitian IW memperlihatkan program penguatan akuntabilitas kinerja
pada empat program belum maksimal dan keterlibatan pimpinan masih rendah (Wahyuni, 2016).
Terakhir, penelitian ISR dan RNNA menyimpulkan kualitas SAI berpengaruh positif terhadap
indeks persepsi korupsi dan tipe hukum negara memperkuat impresi kualitas SAI terhadap
tingkat korupsi (Robiah & Apandi, 2020).

Model Sound Governance

Model sound governance serupa dengan good governance yaitu tata kelola yang baik, namun
menjadi alternatif karena adanya perbedaan signifikan yang mendorong petrlunya pergantian
paradigma (Farazmand, 2004). Pertama, sound governance lebih inklusif karena mencakup aspek
domestik (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan kekuatan internasional (Farazmand, 2013;
F. Putra, 2009). Kedua, tata kelola meliputi aspek normatif, teknikal, dan rasional termasuk
pertimbangan keragaman konsep (Farazmand, 2013). Ketiga, orientasi sound governance pada
keserasian dan fleksibilitas cara kerja hingga keluaran dengan memperhatikan kapasitas,
perilaku antisipatif, responsivitas, kompetensi, dan nilai budaya. Keempat, memiliki kesesuaian
konstitusional dan responsif terhadap external values. Kelima, sound governance terbukti efisien
dan efektif sebagai sistem administrasi yang pernah dijalankan pada jaman Kerajaan Persia.
Oleh karena itu, soundness diaplikasikan dalam mengkarakterisasi governance pada tata
pemerintahan (Farazmand, 2004, 2013; F. Putra, 2009). Peran para aktor dalam good governance
dianggap kurang ideal, sehingga memunculkan sound governance yang mendorong perubahan
pola pikir terhadap peran dan posisi para aktor tersebut (F. Putra, 2009). Aktor pertama
adalah negara, dianggap sebagai capaian esensial politik dimana masyarakat internasional
belum inklusif dan organisasi internasional belum memiliki kapasitas maupun kapabilitas
dalam kebijakan sosial (Hoffmann, 2015). Trias Politica, masih digunakan dalam membagi
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kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Budiardjo, 2008; Busroh, 2017). BPK
bukanlah salah satu dari #ias politica, melainkan kekuasaan auditif atau inspektif (Kemsetneg,
2013).

Aktor kedua adalah masyarakat, good governance mendudukkan masyarakat terpisah dari
negara dengan peran sebagai 1) perantara bagi negara dan 2) individu atau masyarakat.
Idealnya hubungan antara negara dan masyarakat berada dalam satu frame. Elemen
masyarakat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbentuk karena kebutuhan riil
masyarakat dan money oriented. Isnawati (2017) dan Mazdalifah (2011) menyatakan ragam
LSM tumbuh sebagai pengontrol kebijakan dan pemantau korupsi di pemerintahan, antara
lain Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan
Government Watch (GOWA).

Aktor ketiga adalah swasta, sound governance lebih menekankan pada paradigmatik peran
dan tanggung jawab swasta bagi pembangunan dibanding menemukan pola hubungan swasta
dengan aktor lainnya yang mungkin bisa saling memanipulasi atau mengkooptasi. Swasta
memberikan dampak substansial terhadap kemakmuran dan mengurangi kesenjangan
ckonomi, sehingga konsep public-private partership (PPP) sebagai pilihan taktis dan bukanlah
tujuan seperti yang disarankan oleh good governance (F. Putra, 2009; Wilson, Pelham, &
Dulffield, 2010). Aktor keempat adalah kekuatan internasional, seperti world trade organization
(WTO) yang mendapat sokongan dari World Bank (WB) sebagai organisator finansial,
sementara perusahaan multinasional bertindak sebagai pengelola perdagangan, dan PBB
sebagai pengatur kebijakan internasional (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).

Selain aktor, dalam sound governance juga ada yang namanya dimensi. Domai (2011) dan
Farazmand (2004) menjelaskan realitas interaksi lingkungan sosial-politik itu dinamis dan
menghadirkan dimensi yang menjadi dasar konstruksi konseptual sound governance. Dalam sound
governance dikenal sepuluh dimensi (Domai, 2011; Farazmand, 2004; F. Putra, 2009), namun
penelitian ini hanya menggunakan lima dimensi sebagai alat analisisnya. Pertama adalah
proses, merupakan pengaturan interelasi polisentris berbagai elemen atau aktor (Farazmand,
2004; F. Putra, 2009; Shohat & Stam, 2014). Kedua adalah kognisi dan nilai, muncul dari
dalam diri sebagai wujud legitimasi dan bukan keterpaksaan, tetapi kebutuhan untuk menjadi
lebih baik dengan melahirkan nilai normatif yang sehat dan dinamis, antara lain keadilan,
responsivitas, toleransi dan persamaan di depan hukum (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).
Ketiga adalah konstitusi, merupakan pedoman fundamental dan basis legitimasi dari governance.
Namun, terdapat kelemahan berupa ‘formalisn’ yang diterapkan secara kaku saat berhadapan
dengan oposisi atau penantang sistem (Farazmand, 1989, 2004).

Keempat adalah manajemen dan kinerja, dimana manajemen merupakan cara organisasi
mengatur operasionalisasi core business dan supporting business, sedangkan kinerja merupakan alat
ukur utama dalam menilai kualitas manajemen suatu organisasi atau proses pemerintahan.
Keduanya merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem, dan tidak cukup pada output
saja, tetapi juga outcomes yang diinginkan melalui pengetahuan terbaru, teknologi, kapasitas,
sumber daya, dan keterampilan (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009). Dan kelima adalah etika,
akuntabilitas dan transparansi, internalisasi etika tercermin pada kemampuan mewujudkan
nilai etk menjadi kesadaran. Internalisasi etika juga dibangun dalam sistem dan struktur
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sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, misalnya pengendalian pelanggaran maupun
korupsi (Farazmand, 2004; F. Putra, 2009).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkombinasikan unsur-unsur yang ada

dalam penelitian sebelumnya meliputi independensi, akuntabilitas dan kualitas, termasuk change in

organization menjadi bagian yang mewarnai konsep sound governance dalam membahas integritas
BPK.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism yang bisa meminimalisir kesalahan
penghitungan maupun subjektivitas penelitian (Brand, 2009; Panhwar, Ansari, & Shah, 2017;
Walsh & Ryan, 2015) dan metode kualitatif. Analisis berdasarkan teori sound governance yang
merupakan pengembangan dari good governance yang dianggap sebagai bentuk westernisasi (F.
Putra, 2009). Locus penelitian di BPK dengan fokus pada integritas BPK sebagai SAL
Pengumpulan data didapatkan dari data primer melalui wawancara mendalam ke informan
penelitian dari internal dan eksternal sejumlah 7 orang terdiri dari 1) Tortama AUIL, 2) Kasubdit
Litbang Kelembagaan, 3) Inspektur Kemsetneg, 4) Karo Keuangan Kemsetneg, 5) Inspektur
Kemenpanrb, 6) Ketua Senat dan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan 7)
Praktisi di Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan data sekunder berupa jurnal, buku, kajian, laporan
maupun berita yang relevan (Creswell, 2014; Zed, 2017). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan
teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Merujuk pada Guest, Namey, &
Mitchell (2013) serta Miles, Huberman, & Saldafia (2019), analisis data dilakukan melalui tiga
tahapan, yaitu; 1) mereduksi data dengan menyarikan hingga menghasilkan informasi signifikan;
2) menyajikan data; dan 3) menyimpulkan guna menjawab factual problem.

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution
1. Dimensi Proses

€ c o e (OR+ n O (c]
@) BPK RI sz SERANDA  TENTANGBRKRI  HASILPEMERISAAN  pusikasi e [ o
an smanor™
HASIL PENCARIAN : FORUM BPK MENDENGAR e o
B “m mﬁ itti] i
LR HHRTE S\

BERITA

Gambar 3. Forum BPK Mendengar

Proses merupakan adaptasi dan perbaikan berkesinambungan. BPK sudah menerapkan
proses bisnis sesuai aturan dan best practices termasuk adaptasi terhadap dinamika
lingkungannya. Namun, implementasinya masith ada yang perlu ditingkatkan seperti proses
penyelesaian ganti rugi oleh bendahara dan proses dukungan keterbukaan data/informasi dati
APIP. Persepsi ini senada dengan kajian dari Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja (2019) yang
menyimpulkan kendala atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), antara lain 1)

6
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Sisi Entitas meliputi komitmen rendah, peran APIP belum maksimal, dan prosedur penyelesaian
TLRHP belum efektif; dan 2) Sisi BPK meliputi belum tersedia juknis detail terkait pelaksanaan
TLRHP dan pemanfaatan SIPTL belum maksimal. Selain itu, BPK juga sudah mengakomodasi
harapan stakeholders melalui Forum BPK Mendengar didalam proses penyusunan Renstra
termasuk memperhatikan RPJMN, namun going concern dari Forum BPK Mendengar perlu
mendapat perhatian, karena informasi dalam website BPK tahun 2020 pada Gambar 3
memperlihatkan agenda terakhir adalah tahun 2015 (Website BPK, 2020).

2. Dimensi Kognisi dan Nilai

BPK telah memiliki nilai-nilai dasar: independensi, integritas dan profesionalisme.
Kognisi dan nilai di BPK sudah terbangun dengan baik, dimana terjadi perubahan paradigma dari
audit lama (fault finding) menjadi audit berbasis risiko (fact finding). Selain itu, auditor BPK juga
sudah bertindak profesional saat menjalankan tugas dengan meminimalisir pemanfaatan fasilitas
yang ditawarkan oleh pihak auditee. Kemudian, adanya dukungan role mode/ dari pimpinan semakin
menguatkan za/ues BPK. Kenyataannya, integritas masih menjadi nilai dasar yang perlu untuk
dioptimalkan. Sistem dan perangkat yang dibangun tidak mampu memantau 24/7 terhadap setiap
aktivitas individu BPK, sehingga masih ditemui pelanggaran etika. Sekelumit gambaran terkait
permasalahan integritas antara lain: ditetapkannya R.D. sebagai tersangka oleh KPK karena
diduga menerima suap terkait proyek pembangunan sistem air minum (SPAM) di Kementerian
PUPR (kompas.com, 2019) dan S.Y. sebagai tersangka suap motor Harley-Davidson terkait
pemeriksaan dengan tujuan tertentu di PT Jasa Marga Tbk tahun 2017 (cnnindonesia.com, 2018).

3. Dimensi Konstitusi
Mandat BPK memiliki legitimasi fundamental berupa UUD 1945, aturan dibawahnya

pun berproses hingga akhirnya terbit UU No. 15 Tahun 20006. Selain konstitusi, terdapat founding
principles bagl Supreme Aundit Institutions (SAL) vyaitu The Lima Declaration yang menyatakan
independensi organisasi, SDM dan anggaran (INTOSAI, 2019). Peer review dari NIK Poland
(2019) pun mengatakan independensi BPK perlu diperkuat terkait SDM dan konstruksi anggaran
termasuk upaya promosi intensif terkait gagasan independensi SAI. Kata “berkonsultasi”
menimbulkan kontradiksi makna dengan implementasinya. Terdapat pandangan internal BPK
atas kata berkonsultasi,

“Berkonsultasi jika dilihat dari definisinya itu voluntary dan tidak harus dipatuhi, tetapi kita

pengaturannya dikategorikan sebagai lembaga. Kalau ada kesempatan untuk memperbaiki UU BPK itu

dihapus saja kata-kata berkonsultasi dengan pemerintah” (S.H., 2020) dan “Maksudnya konsultasi

sifatnya setara, sekarang nggak begitu ya. Mungkin mereka memberikan masukan saja, tetapi masukan

itu tidak menjadi dasar bagi pengambilan keputusan” (M.F.S., 2020)

Selanjutnya, terdapat pandangan eksternal dari unsur pemerintahan terkait maksud kata

berkonsultasi,

“Kalau menurut saya sih independen murni itu nggak ada ya kelembagaan kita, tetapi ketika BPK bisa

menetapkan kebutuhan SDM-nya dan konsultasi bukan berarti dia tidak independen tetapi selaku

aparatur sipil negara tentunya hatrus ada sebuah proses yang harus dilalui BPK sebagai bagian check and

balance” (S.1., 2020); “Ranah tata Kelola misalnya SDM itu ada di Kemenpan, dan yang tahu kebutuhan

internal itu kan BPK, nah itu harus disampaikan secara jelas ke Kemenpan. Jadi mau tidak mau

mereka tetap tunduk pada Kemenpan, karena ketentuan undang-undang” (M.E.D., 2020); dan

“Independensi dalam arti organisasi sama SDM nggak mungkin karena aturannya, tetapi BPK juga

tetap dikasih kesempatan untuk mengajukan asal ckar dan formasi jelas biasanya kita setujui kok,
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termasuk KPK kan sekarang lewat kami juga karena aturannya meminta itu. Terus terang dari
Kemenpan nggak mau ada rumor kita menghambat BPK, KPK ya, kalau misal wajar kita mau oke-in
kok, kita jarang menghambat, memang aturannya harus lewat kami itu aja bedanya, aturan diatas,
kecuali diubah sama DPR” (P.B., 2020)

Sementara, terdapat pandangan eksternal lainnya dari unsur akademisi atau praktisi atas

kata berkonsultasi,

“Kalau konsultasi dalam rangka alignment dengan yang ada di pemerintahan, saya kira tidak apa-apa,

tapi tetap keputusannya adalah kemandirian BPK dalam mengambil keputusan itu, sehingga BPK

tetap bisa independen. Jadi, keputusan tetap di BPK, bukan kemudian ketika konsultasi itu, bisa

menyebabkan BPK nggak punya otonomi” (T.H.K., 2020) dan “Berkonsultasi artinya untuk

mengetahui dan memahami lebih mendalam, bisa tanya jawab diskusi mendalam. Konsultasi, advokasi,

negosiasi, konsiliasi, mediasi, tidak ada unsur memaksa dan unsur memutus, karena semua

dikembalikan kepada para pihak setelah mendengar konsultasi tersebut. Keputusan di tangan para

pihak masing-masing” (A.S., 2020)

Selain itu, pernah dilakukan diskusi publik terkait revisi UU BPK antara Fakultas

Hukum Universitas Warmadewa dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Hukum dan HAM RI dan menghasilkan Laporan Akhir Penyelarasan Naskah
Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Diskusi tersebut
dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja BPK dalam melaksanakan mandatnya
dan memetakan adanya permasalahan terkait kurangnya independensi BPK terkait formasi
rekrutmen, dan penataan organisasi. Diskusi tersebut menghasilkan simpulan perlunya mengubah
undang-undang tentang BPK. Adapun jangkauan poin-poin penyempurnaan undang-undang
tersebut, antara lain: periode kepemimpinan BPK (Ketua dan Wakil Ketua), independensi BPK
dalam menentukan formasi dan rekrutmen, independensi BPK dalam menentukan struktur
organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK, serta penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara
atau penghitungan kerugian negara. Selain memberikan kesimpulan, diskusi juga menghasilkan
beberapa saran, antara lain: menyusun rancangan undang-undang perubahan, memasukkannya
dalam agenda Prolegnas Prioritas, serta persiapan langkah strategis dan koordinasi terkait
perubahan UU BPK. Meskipun demikian, perlu dilakukan elaborasi dan pemantauan dari hasil
diskusi publik tersebut. Implementasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4
(bali.kemenkumham.go.id, 2016).

Laporan Akhir
Naskah
R Und g atas

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang

Badan Pemeriksa Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2018

on!

Gambar 4. Diskusi Publik Revisi UU BPK

4. Dimensi Manajemen dan Kinerja
BPK memiliki kewenangan dalam mengelola dan membina JFP, namun pemenuhan
kebutuhan SDM tergantung pada formasi yang ditentukan oleh KemenPANRB dan BKIN. Selain
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itu, pembahasan anggaran BPK sudah dipisahkan dari kementerian/lembaga, akan tetapi setelah
ditetapkan realisasinya sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan. Terkait kinerja, hasil
audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan kecenderungan
perbaikan opini dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Akan tetapi, kewajaran penyajian masih
dipengaruhi oleh tiga akun besar, yaitu 1) aset tetap belum jelas keberadaannya, tidak akurat dan
tidak dapat ditelusuri; 2) aset lancar dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan; dan 3)
belanja yang tidak didukung dengan bukti lengkap, diragukan validitasnya atau tidak dapat
ditelusuri bukti pertanggungjawabannya (IHPS1, 2019). Selain itu, output kegiatan pemeriksaan
mencapai 680 LHP, 7.868 temuan, dan 21.425 rekomendasi (IHPS1, 2020). Perkembangan opini
dari tahun 2015-2018 disajikan pada Gambar 5 berdasarkan hasil olahan peneliti dari IHP BPK
(2019).

Pemerintah Daerah

Gambar 5. Perkembangan Opini LK Pemerintah
Pusat dan Daerah 2015-2018

Sedangkan, aspek reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah secara bertahap
mengalami perbaikan. Tercermin dari rekrutmen lebih transparan, proses bisnis pelayanan lebih
singkat dan efisien, serta bertambahnya unit pelayanan dengan predikat WBK/WBBM (LAKIP
KemenPANRB, 2019). Perkembangan reformasi birokasi dari tahun 2015 ke tahun 2019, terlihat
pada Gambar 6 (LAKIP KemenPANRB, 2019).
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Data BPK dan KemenPANRB menunjukkan perbaikan tatakelola keuangan negara dan
reformasi birokrasi di pemerintahan. Lain halnya dengan data KPK, menunjukkan peningkatan
jumlah operasi tangkap tangan (ott) terhadap para pejabat atau kepala daerah karena korupsi,
meskipun tidak semuanya berkaitan opini WTP (KPK, 2015, 2016, 2017, 2018). Perkembangan

OTT yang dilakukan oleh KPK, ditunjukkan pada Gambar 7 berdasarkan Laporan Tahunan
KPK 2015-2018.

2015 m2016 m2017 w2018 m2019

1,36%

95,36%

93,98%
6,40%

K/L PROVINSI KAB/KOTA

Gambar 6. Perkembangan Reformasi Birokrasi 2015-2019
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g
9

70,55%
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—
en
<
|

5,25%

11,22%
I 2529%
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Tersangka

2015 m2016 m2017 m2018

Gambar 7. Operasi Tangkap Tangan oleh KPK 2015-2018

Lebih lanjut, kinerja BPK dalam mendorong entitas mengelola keuangan negara secara
lebih akuntabel dan transparan, terbentur adanya mispersepsi sebagian besar publik yang
menganggap WTP itu terbebas dari korupsi. Selain itu, wninformed tujuan pemeriksaan keuangan
yang menilai kewajaran bukan kebenaran mutlak. Terkait ott oleh KPK masih perlu di elaborasi
pengaruhnya terhadap akun laporan keuangan (LK). Jika oknum penyuap memakai uang pribadi
maka akun LK tidak akan terpengaruh sehingga tidak berdampak pada opini, kecuali uang suap
diperoleh dari permainan anggaran. Jadi permainan anggarannya yang mempengaruhi opini dan
bukan suap atau ott-nya. Tantangan lainnya bagi BPK, keterlambatan terbit izin dari Menkeu
dalam melakukan audit ketentuan perpajakan. Sedangkan, outcome dilihat dari tingkat tindak lanjut
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atas temuan dan rekomendasi BPK. Jika tingkat tindak lanjut masih rendah artinya hasil
pemeriksaan BPK belum begitu bermanfaat untuk memperbaiki sistem (S.H., 2020). Selain itu,
terdapat juga peran lain dari BPK berupa kewenangan memberikan pendapat (Pasal 11 huruf a
UU 15/2006,). Tabel 1 menjelaskan kontribusi BPK berupa Pendapat berdasarkan Portal Dit.
EPP (2020).

Tabel 1. Pendapat BPK Kepada Pemerintah Tiga Tahun Terakhir

No | Tahun Pendapat BPK

1. 2019 | Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Tidak
Bersubsidi serta Pertanggungjawabannya oleh Pemerintah.

2. 2019 | Pengelolaan Pajak Dalam Rangka Impor

3. 2018 | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

4. 2018 | Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kemhan dan
TNI

5. 2018 | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

0. 2018 | Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik

7. 2017 | Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

8. 2017 | Pembinaan dan Pengelolaan BUMD

« C @ 0 a google.coid O ] ¥y MmO ®0

1]

Go gle tindak lanjut pendapat BPK “BE- b 0
www.bpk.go.id ; endapat-bpk ~ Translate this page

Pendapat BPK - BPK RI

auan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih

www.bpk go.id » tihp + Translate this page

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan - BPK RI

www.bpk.go.id pentingnya... ~ Translate this page
Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil ... - BPK RI
Pentingr andasi Hasil Pemeriksaan BPK. 14 September 2018, Salah

media.neliti com 1w Transiate this page

Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK .

Gambar 8. Pendapat BPK Masih Belum Familiar

Pendapat BPK ini memberikan insight terhadap kebijakan pemerintah dan mendeteksi
kelemahan sistem yang terjadi dengan menganalisis secara horisontal namun sifatnya adalah
instigation, sehingga tindak lanjutnya terletak pada political will dari pemerintah. Oleh karena itu,
kemanfaatan Pendapat BPK ini belum bisa terlihat dan diketahui publik, bila tidak ada publikasi
dari pemerintah atas tindak lanjutnya. Jika kita coba mencari melalui jejaring internet dengan
keyword “tindak lanjut Pendapat BPK”, maka temuan dominannya adalah “tindak lanjut
rekomendast hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK”, seperti pada Gambar 8 (google.co.id, 2020).

5. Dimensi Etika, Akuntabilitas dan Transparansi

BPK sudah memiliki kode etik dan perangkat penegakannya, namun sistem yang ada
belum bisa mengawasi rutinitas per pegawai (merdeka.com, 2017). Dimensi etika ini berkaitan
erat dengan dimensi kognisi dan nilai, dimana ada nilai yang masih perlu dibenahi, dioptimalkan
dan mengawalnya agar berjalan secara positif dan sesuai harapan. Etika itu pilar profesionalisme,
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kredibilitas BPK bisa runtuh jika tidak menjaganya. Selain itu, partisipasi entitas juga dibutuhkan
dalam memitigasi mispersepsi atas sikap auditor BPK yang mengamalkan kode etik secara benar,
seperti menolak konsumsi yang ditawarkan oleh awditee. Selanjutnya, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah berjalan baik, namun kebijakan rekrutmen, mutasi,
promosi dan zalent poo/ masih perlu lebih transparan lagi agar lebih objektif dan berkurangnya
intervensi. S.H., 2020 mengatakan permasalahan SDM itu paling banyak dikeluhkan dari sekian
banyak survei dan nilainya paling kecil, mungkin karena kurang transparan proses didalamnya.

6. Gambaran Peran BPK

BPK memiliki peran penting dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena memiliki
landasan fundamental berupa UUD 1945. Dasar hukum tersebut diturunkan dalam peraturan
perundang-undangan. Sebelumnya BPK diatur dalam UU No.5 Tahun 1973 kemudian diganti
dengan UU No.15 Tahun 2006 yang mempertegas peran BPK sebagai satu-satunya auditor
eksternal atau supreme andit institution (SAI) di Indonesia. Menurut S.H. (2020) peran BPK dalam
mendorong tata kelola itu sudah jelas dengan disemangati moto “leading by example” antara lain
pemberantasan korupsi, memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta penilaian kinerja. Selain
di tingkat nasional, BPK juga aktif dalam forum internasional baik sub-regional asia tenggara,
regional asia maupun dunia. BPK pernah menjadi Ketua Working Group of Environmental Aundit
(WGEA), founder ASEANSAI dipercaya menjadi auditor untuk memeriksa IAEA dan IMO,
serta Waki Ketua BPK menjadi Board Member dalam panel auditor PBB (M.F.S, 2020; S.H., 2020).

Terkait peran BPK di tingkat nasional, para informan penelitian memiliki kesamaan
pandangan. Namun, untuk peran BPK di tingkat internasional masih kurang terinformasikan
secara baik dan berkesinambungan ke publik. Hal ini sesuai tanggapan dari beberapa informan
penelitian antara lain: peran BPK di internasional saya belum pernah tahu, cuma diduga pasti ikut
aktif dalam berbagai hal berkaitan dengan public aundit (A.S., 2020); peran BPK secara
internasional, tidak ada komen karena saya belum ada data (T.H.K., 2020); saya pernah
mendengar kalau BPK, institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit di pusat
penelitian nuklir di swiss, kalau tidak salah ya (M.E.D., 2020); dan kalau tidak salah BPK itu
menjadi anggota INTOSALI tapi tidak ingat dengan jelas perannya (S.1., 2020).

Kesimpulan

BPK memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal dan mendorong pengelolaan
keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi lebih akuntabel, transparan dan
inklusif termasuk berkiprah secara internasional. Namun, peran BPK di internasional perlu
dipublikasikan secara intensif melalui berbagai media agar terekam dengan baik dalam ingatan
publik. Integritas BPK belum terlihat sebagai kesatuan utuh atas mutu dan konsistensi tindakan
karena masih dijumpai kendala internal dan eksternal. Dimensi proses masih perlu dioptimalkan
seperti penyelesaian ganti rugi oleh bendahara, pemanfaatan SIPTL, going concern Forum BPK
Mendengar, dan dukungan keterbukaan dari APIP. Dimensi kognisi dan nilai memiliki kesamaan
tantangan dengan dimensi etika yaitu integritas dan peningkatan transparansi. Dimensi
manajemen dan kinerja memiliki kesamaan tantangan dengan dimensi konstitusi pada kata
‘berkonsultasi’ yang sedikit menghambat pemenuhan kuantitas ideal SDM berkualitas sebagai
backbone BPK, strategi solutif mengatasi keterlambatan terbit izin Menkeu, sosialisasi dan

12



Copyright © 2021, Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
This is an open access article under the CC-BY-SA Sospol: Jurnal Sosial Politik
license Vol 7 No 1 (2021), pp.1-17

pemantauan Pendapat BPK, serta edukasi atas mispersepsi terkait anggapan WTP bersih dari
korupsi dan znformed perbedaan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan investigatif. Diskusi
publik antara BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dituangkan dalam laporan
akhir penyelarasan perubahan UU BPK sebagai penguatan kelembagaan dengan meninjau
kembali substansi perubahan antara lain periode kepemimpinan, kemandirian formasi dan
rekrutmen SDM, kemandirian penataan organisasi. Tantangan dari lima dimensi sound governance
perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, termasuk mengelaborasi dan mengawal langkah-langkah
dari BPHN khususnya pengaturan tentang independensi BPK untuk lebih mempertegas dan
memperkuat integritas BPK secara kesatuan utuh sebagai SAI, sehingga value and benefit dapat
diwujudkan sesuai tahapan piramida kematangan SAI.
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